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PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK 
 
ABSTRAK   : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 

Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. 
 

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 
Tahun 1976; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 11 Tahun 
2012; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 
2023; PP No. 44 Tahun 2017; PP No. 78 Tahun 2021; PERPRES No. 25 Tahun 2021; 
PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 8 Tahun 2014; 
PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; 
PERDA Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2019. 

 
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2024 mengatur 

penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk meningkatkan penghormatan, 
perlindungan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak secara 
terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Materi yang diatur dalam Perda ini 
mencakup tahapan penyelenggaraan KLA (perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, dan 
evaluasi), pembentukan Gugus Tugas KLA, indikator hak anak dalam 5 klaster (hak 
sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar 
dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus anak), penyusunan 
Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, penetapan Sekolah Ramah Anak (SRA), Pelayanan 
Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Layak Anak, serta partisipasi masyarakat, media 
massa, dan dunia usaha. Perda ini juga mengatur pembiayaan, sanksi administratif 
bagi pelanggaran, dan ketentuan pelaksanaan melalui peraturan bupati. Peraturan 
ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh 
kembang anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dengan melibatkan 
berbagai pihak secara sinergis dan terintegrasi. 

 
CATATAN  : - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 3 Januari 

2024. 
- Jumlah penjelasan 8 halaman.  

 
  

 


